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BAB V  

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan pada bab sebelumnya maka 

peneliti dapat menarik simpulan: 

1. Ketidakpastian hukum di bidang penanaman modal terjadi karena belum 

tertatanya polarisasi pembagian kewenangan perizinan baik oleh pemerintah 

pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam hal ini spirit 

otonomi daerah disatu sisi belum terlaksana dengan baik sehigga daerah belum 

mampu mengelolah potensi yang ada di wilayah administrasinya mengingat 

masih ada intervensi yang cukup besar oleh pemerintah pusat dan propinsi dalam 

menangani urusan perizinan di wilayah kabupaten/kota. 

2. Penerapan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Ende merupakan 

suatu langkah tepat dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka 

reformasi birokrasi dalam pengurusan izin terkhususnya pada bidang penanaman 

modal sehingga memperpendek alur proses perizinan. Dalam prakteknya 

penarapan tersebut belum berjalan dengan cukup signifikan oleh karena adanya 

beberapa persoalan baik internal maupun eksternal di antaranya yaitu keterbatasan 

sumber daya manusia, fasilitas sarana prasarana yang kurang memadai, 

kurangnya anggaran dan belum tertatanya daya promosi yang promotif dan 

berdaya saing yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pelayanan publik 

bagi masyarakat dalam mengurus izin usaha 
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B. Saran 

Berdasarkan pada hasil penelitian ini maka penulis ingin memberikan saran 

dintaranya yaitu: 

1. Perlu adanya peningkatan standar pelayanan publik oleh Dinas Penanaman Modal 

Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Ende baik secara kualitas maupun kuantitas 

sehingga lebih memadai dan berkompeten dalam merespon kebijakan perizinan 

yang murah, cepat dan sederhana sesuai dengan perkembangan dinamika 

kemasyarakatan serta tuntutan regulasi 

2. Diperlukan suatu keteraturan baik berupa kebijakan ataupun bentuk aturan 

tertentu yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang baik itu eksekutif 

ataupun legislative dalam menciptakan kepastian hukum terkait pendelegasian 

kewenangan di bidang perizinan kepada pemerintah daerah serta peningkatan 

anggaran untuk pembiayaan kelangsungan proses investasi di daerah 

3. Perlu adanya antusias dari masyarakat baik itu secara perorangan atau kelompok 

untuk terlibat aktif dalam kegiatan penanaman modal baik sebagai pelaku usaha 

ataupun organ penting yang memberikan masukan terkait kinerja dan kebijakan 

yang diambil oleh pemerintah. 
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